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TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANBUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN

Menimbang

Mengingat

PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATURSIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai
serta evaluasi pemberian tambahan penghasilan pegawai,
perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan
Penghasilan Bagi PegawaiAparatur Sipil Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung
Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);



10.

11.

12.

Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan  Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan  Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan  Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;

Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1636);

Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



Menetapkan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten  Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

14. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kelas
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung
Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2018 Nomor 32) sebagaimana  telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten
Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2021 Nomor 24);

15. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pencatatan
Kehadiran = Pegawai Secara  Elektonik di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 57);

16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022
tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten  Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN
2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILANPEGAWAIAPARATURSIPIL NEGARA.

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian  Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Serita Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung
Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor
36), diubah sebagai berikut;



l.

Diantara BAB XVI Pasal 26 Adan BAB XVII disisipkan 1 (satu)
BAB XVI A Pasal 268 Pasal yakni, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB XVI A
PENUNDAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 26 B

(1) TPP sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 ditunda
pemberiannya apabila:
a. masih memiliki permasalahan yang berkaitan dengan
Barang Milik Daerah; dan
b. terbukti menerima gratifikasi dan belum melaporkannya.

(2) Penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a akan diberikan kembali dibuktikan dengan surat
Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah
kepada Perangkat Daerah yang sudah menyelesaikan dan
melaporkannya.

(3) Penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b akan diberikan kembali setelah ada kepu tusan dari
Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Belitung Timur.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 September 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 62

engan aslinya
IAN HUKUM,



